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ABSTRACT
Law of the Republic of Indonesia Number 22 of 2009 concerning Road Traffic and Transportation regulates traffic standards that must be obeyed by drivers. However, one of the causes of traffic accidents is traffic violations committed by motorbike drivers. This study aims to explain law enforcement and sanctions for traffic violations for motorcycle drivers based on the Law of the Republic of Indonesia Number 22 of 2009 concerning Road Traffic and Transportation. The method used in this research is normative legal research using a statutory approach. Law enforcement against motorbike drivers who commit traffic violations is carried out by the POLRI. Sanctions for motorbike drivers who commit traffic violations are regulated in Article 279, Article 280, Article 281, Article 283, Article 285, Article 287, Article 291, Article 292, Article 293, Article 294 and Article 297 of the Republic of Indonesia Law Number 22 of 2009 concerning Road Traffic and Transportation, which is punishable by imprisonment or fines.
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ABSTRAK6

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mengatur standar berlalu lintas yang wajib dipatuhi oleh pengemudi. Namun, salah satu penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas adalah pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh pengemudi sepeda motor. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan penegakan hukum dan sanksi terhadap pelanggaran lalu lintas pengemudi sepeda motor berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan. Penegakan hukum terhadap pengemudi sepeda motor yang melakukan pelanggaran lalu lintas dilaksanakan oleh POLRI. Sanksi bagi pengemudi sepeda motor yang melakukan pelanggaran lalu lintas diatur dalam Pasal 279, Pasal 280, Pasal 281, Pasal 283, Pasal 285, Pasal 287, Pasal 291, Pasal 292, Pasal 293, Pasal 294, dan Pasal 297 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yaitu dipidana dengan pidana kurungan atau pidana denda. 1
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PENDAHULUAN
Lalu lintas adalah suatu kesatuan yang mencakup jalan, prasarana dan sarana jalan, jaringan lalu lintas, kendaraan, pengemudi kendaraan, pengguna jalan, gerak kendaraan dan orang di jalan, serta pengelolaan lalu lintas. Lalu lintas merupakan bagian dari sistem transportasi nasional. Dalam rangka mewujudkan pembangunan nasional, lalu lintas harus diatur kelancarannya, ketertibannya, keamanannya, dan keselamatannya.
Dasar hukum yang mengatur mengenai lalu lintas di Indonesia adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
Berdasarkan Pasal 1 Angka 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dijelaskan bahwa kendaraan adalah suatu alat pengangkutan di jalan. Jenis kendaraan terdiri atas kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor. Pengguna jalan di Indonesia didominasi oleh kendaraan bermotor dengan jenis sepeda motor. Data dari Korps Lalu Lintas POLRI menunjukkan bahwa pada tahun 2022 jumlah sepeda motor yang terdaftar di Indonesia berjumlah 126.323.929 unit. Daerah dengan jumlah sepeda motor terbanyak adalah Provinsi Jawa Timur berjumlah 17.536.153 unit, Provinsi Jakarta berjumlah 17.158.659 unit, Provinsi Jawa Tengah berjumlah 17.034.875 unit, Provinsi Jawa Barat berjumlah 15.752.981 unit, dan Provinsi Sumatera Utara berjumlah 6.368.097 unit.
Sejalan dengan itu, data dari Korps Lalu Lintas POLRI menunjukkan bahwa dari 103.645 kasus kecelakaan lalu lintas yang terjadi di Indonesia, 73% melibatkan sepeda motor. Artinya, banyaknya jumlah sepeda motor berbanding lurus dengan banyaknya kasus kecelakaan lalu lintas. Salah satu penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas adalah pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh pengemudi sepeda motor. 
Padahal dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan diatur standar berlalu lintas yang wajib dipatuhi oleh pengemudi sepeda motor, mulai dari memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM), memakai helm, menyalakan lampu utama sepeda motor, berkendara di jalur sebelah kiri, hingga mengatur kecepatan kendaraan.2

Dari latar belakang masalah yang telah digambarkan di atas, maka permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah bagaimana penegakan hukum dan sanksi terhadap pelanggaran lalu lintas pengemudi sepeda motor berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan?

METODE PENELITIAN
Penelitian hukum adalah suatu kegiatan ilmiah menggunakan metode, sistematika, dan pemikiran tertentu dengan tujuan untuk menganalisa dan memecahkan suatu permasalahan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan. Penelitian hukum normatif adalah suatu kegiatan ilmiah dalam menganalisa peraturan perundang-undangan. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan, jurnal-jurnal ilmiah, dan literatur hukum. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan, sedangkan teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisa secara kualitatif.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Pengaturan dalam berlalu lintas terhadap pengemudi sepeda motor bertujuan untuk mewujudkan pelayanan lalu lintas yang lancar, tertib, aman, dan selamat tidak hanya bagi pengemudi sepeda motor saja, tetapi juga bagi semua pengguna jalan. Pengaturan dalam berlalu lintas terhadap pengemudi sepeda motor juga bertujuan untuk mewujudkan etika berlalu lintas bagi pengemudi sepeda motor sebagai budaya bangsa Indonesia. Selain itu, pengaturan dalam berlalu lintas terhadap pengemudi sepeda motor bertujuan untuk mewujudkan penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas dan memberikan kepastian hukum bagi masyarakat. 
Dalam Kamus Bahasa Indonesia disebutkan bahwa sanksi adalah suatu hukuman untuk memaksa orang mematuhi peraturan atau perjanjian. Menurut Andi Hamzah, sanksi adalah hukuman bagi pelanggar ketentuan undang-undang.3

Berdasarkan Pasal 279 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan diatur sanksi bahwa pengemudi sepeda motor yang memasang perlengkapan yang dapat mengganggu keselamatan berlalu lintas di kendaraannya seperti lampu yang menyilaukan dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau pidana denda paling banyak Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah).
Berdasarkan Pasal 280 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan diatur sanksi bahwa pengemudi sepeda motor yang tidak memasang Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) yang memuat kode wilayah, nomor registrasi kendaraan, dan masa berlaku di kendaraannya dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau pidana denda paling banyak Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah). 
Berdasarkan Pasal 281 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan diatur sanksi bahwa pengemudi sepeda motor yang tidak memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) jenis C dipidana dengan pidana kurungan paling lama 4 (empat) bulan atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000 (satu juta rupiah).
Berdasarkan Pasal 283 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan diatur sanksi bahwa pengemudi sepeda motor yang mengemudikan kendaraannya dengan tidak wajar sehingga mengganggu konsentrasi dalam mengemudi seperti melakukan atraksi jumping dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah). Berdasarkan Pasal 283 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan juga diatur sanksi bahwa pengemudi sepeda motor yang mengemudikan kendaraannya sambil melakukan kegiatan lain sehingga mengganggu konsentrasi dalam mengemudi seperti memainkan handphone dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah). Selain itu, berdasarkan Pasal 283 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan diatur sanksi bahwa pengemudi sepeda motor yang mengemudikan kendaraannya dipengaruhi oleh suatu keadaan sehingga mengganggu konsentrasi dalam mengemudi seperti menahan kantuk atau mabuk dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).4

Berdasarkan Pasal 285 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan diatur sanksi bahwa pengemudi sepeda motor yang kendaraannya tidak memenuhi persyaratan teknis kendaraan dan persyaratan layak jalan seperti tidak memiliki kaca spion atau lampu rem yang tidak menyala dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau pidana denda paling banyak Rp250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
Berdasarkan Pasal 287 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan diatur sanksi bahwa pengemudi sepeda motor yang tidak mematuhi perintah atau larangan dari rambu lalu lintas, marka jalan, dan alat pemberi isyarat lalu lintas seperti menerobos taffic light saat lampu berwarna merah dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau pidana denda paling banyak Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah).
Berdasarkan Pasal 291 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan diatur sanksi bahwa pengemudi sepeda motor yang mengemudikan kendaraannya tidak memakai helm yang memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau pidana denda paling banyak Rp250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah). Berdasarkan Pasal 291 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan diatur sanksi bahwa pengemudi sepeda motor yang membiarkan penumpang kendaraannya tidak memakai helm yang memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau pidana denda paling banyak Rp250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah). 
Berdasarkan Pasal 292 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan diatur sanksi bahwa pengemudi sepeda motor yang mengemudikan kendaraan tanpa kereta samping yang mengangkut penumpang lebih dari 1 (satu) orang dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau pidana denda paling banyak Rp250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).5

Berdasarkan Pasal 293 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan diatur sanksi bahwa pengemudi sepeda motor yang tidak menyalakan lampu kendaraannya pada saat berkendara malam hari dan pada kondisi tertentu seperti hujan lebat atau berkabut dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau pidana denda paling banyak Rp250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah). Berdasarkan Pasal 293 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan diatur sanksi bahwa pengemudi sepeda motor yang tidak menyalakan lampu kendaraannya pada saat berkendara siang hari dipidana dengan pidana kurungan paling lama 15 (lima belas) hari atau pidana denda paling banyak Rp100.000 (seratus ribu rupiah). 
Berdasarkan Pasal 294 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan diatur sanksi bahwa pengemudi sepeda motor yang tidak memberikan isyarat dengan lampu penunjuk arah atau isyarat tangan pada saat berbelok atau berbalik arah dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau pidana denda paling banyak Rp250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
Berdasarkan Pasal 297 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan diatur sanksi bahwa pengemudi sepeda motor yang mengemudikan kendaraannya dengan berbalapan di jalan dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak Rp3.000.000 (tiga juta rupiah). 
Penegakan hukum merupakan proses dilakukannya upaya agar berfungsinya norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku manusia dalam dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Penegakan hukum dapat dipahami dalam arti yang luas dan dapat pula dipahami secara terbatas atau dalam arti yang sempit. Dalam arti yang luas, proses penegakan hukum adalah upaya yang dilakukan oleh siapapun yang menjalankan aturan-aturan hukum yang berlaku atau siapa saja yang mengetahui sebuah aturan yang berlaku dalam masyarakat. Menurut Satjipto Rahardjo, penegakan hukum adalah suatu proses dalam mewujudkan keinginan-keinginan hukum, yaitu pikiran-pikiran dari badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam aturan hukum, menjadi kenyataan.6

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mengatur bahwa penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas yang dilakukan pengemudi sepeda motor dilaksanakan oleh kepolisian, yaitu POLRI. Dalam melakukan penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas yang dilakukan pengemudi sepeda motor, Pasal 260 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mengatur bahwa Penyidik POLRI berwenang untuk:
1. Memberhentikan pengemudi sepeda motor yang melanggar peraturan berlalu lintas.
2. Melakukan pemeriksaan terhadap pengemudi sepeda motor yang melanggar peraturan berlalu lintas.
3. Melakukan penyitaan sementara sepeda motor yang melanggar peraturan berlalu lintas. 
4. Meminta keterangan dari pengemudi sepeda motor yang melanggar peraturan berlalu lintas.
5. Melakukan penyitaan terhadap Surat Izin Mengemudi (SIM) pengemudi sepeda motor, Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) sepeda motor, dan/atau sepeda motor pengemudi sepeda motor yang melanggar peraturan berlalu lintas sebagai barang bukti.
6. Melakukan penindakan terhadap tindak pidana pelanggaran lalu lintas.
7. Membuat dan menandatangani Berita Acara pemeriksaan pelanggaran lalu lintas. 
Pengemudi sepeda motor yang melakukan pelanggaran lalu lintas yang diperiksa menurut acara pemeriksaan cepat dapat dikenai pidana denda berdasarkan penetapan pengadilan. Acara pemeriksaan cepat terhadap pengemudi sepeda motor yang melakukan pelanggaran lalu lintas dapat dilaksanakan tanpa kehadiran pelanggar. Pelanggar yang tidak dapat hadir tersebut dapat menitipkan denda kepada bank yang ditunjuk oleh pemerintah sebesar denda maksimal yang dikenakan untuk setiap pelanggaran lalu lintas. Bukti penitipan uang denda wajib dilampirkan dalam berkas bukti pelanggaran. Uang denda yang ditetapkan pengadilan akan disetorkan ke kas negara sebagai penerimaan negara bukan pajak.7

Apabila putusan pengadilan menetapkan pidana denda terhadap pengemudi sepeda motor yang melakukan pelanggaran lalu lintas lebih kecil daripada uang denda yang dititipkan di bank, maka sisa uang denda harus diberitahukan kepada pelanggar untuk diambil. Sisa uang denda yang tidak diambil oleh pelanggar dalam waktu 1 (satu) tahun sejak penetapan putusan pengadilan akan disetorkan ke kas negara.

KESIMPULAN
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mengatur standar berlalu lintas yang wajib dipatuhi oleh pengemudi. Namun, salah satu penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas adalah pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh pengemudi sepeda motor. Bagaimana penegakan hukum dan sanksi terhadap pelanggaran lalu lintas pengemudi sepeda motor berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan? Penegakan hukum terhadap pengemudi sepeda motor yang melakukan pelanggaran lalu lintas dilaksanakan oleh POLRI. Sanksi bagi pengemudi sepeda motor yang melakukan pelanggaran lalu lintas diatur dalam Pasal 279, Pasal 280, Pasal 281, Pasal 283, Pasal 285, Pasal 287, Pasal 291, Pasal 292, Pasal 293, Pasal 294, dan Pasal 297 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yaitu dipidana dengan pidana kurungan atau pidana denda.
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